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Pada tahun ini, telah ditetapkan Balai Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan pada 5 (lima) wilayah, yakni Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, 

Sulawesi dan Papua Maluku.  Selama 2 tahun, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berhasil untuk hadir ditengah-tengah masyarakat 

dalam rangka memberikan rasa adil dari penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 

secara responsive, transparan dan akuntabel sehingga telah berhasil memberikan dampak 

jera para pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Namun untuk lebih 

menpercepat, menefektifitaskan dan mengefektifkan upaya-upaya penegakan hukum yang 

telah dilakukan diperlukan evaluasi atas rencana kerja yang telah ditetapkan dengan hasil 

kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan mendorong penegakan hukum yang tegas dan 

konsisten secara terus menerus serta menciptakan inovasi dan perbaikan-perbaikan dalam 

rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. 

Laporan Kinerja ini disusun dengan mengikuti pedoman mengenai penyusunan 

Laporan Kinerja sesuai Permen PAN & RB No P.53/MenPANRB/2014, dengan ruang lingkup 

pembahasan mulai dari gambaran penegakan hukum, rencana kerja penegakan hukum 

lingkungan hidup dan kehutanan dan capaian-capaian penanganan pengaduan, pelaksanaan 

pencegahan dan pengamanan hutan, pelaksanaan pengawasan serta upaya penindakan 

secara administratif, perdata maupun pidana oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup Tahun 2016.  

Dengan disusunnya laporan ini kiranya dapat memberikan gambaran yang 

komprehensif kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun 2016. Dirjen PHLHK  akan tetap menjaga komitmennya dengan 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara terencana dengan baik, transparan, dan 

akuntabel. 

Jakarta,     Februari 2017 
Direktur Jenderal  
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
 

 
Drs. Rasio Ridho Sani, MCOM, MPM. 
NIP. 19660711 199203 1 018 
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Tekanan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan semakin lama semakin tinggi dan 

kompleks, tekanan yang secara terus menerus ini telah menurunkan daya dukung lingkungan 

hidup terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Bentuk ancamanan dan gangguan mulai 

dari perambahan, penebangan liar, perburuan liar, pengambilan liar fauna dan atau flora, 

kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan, kerusakan habitat fauna dan 

atau flora dilindungi serta kegiatan-kegiatan liar lainnya yang mengancam keberfungsian 

ekosistem beserta dinamika ekologisnya telah mengalami metamorphosis menjadi kejahatan 

yang saling terkait dan tersistematis. Guna menahan laju tekanan terhadap daya dukung 

lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

melaksakan upaya ς upaya preemtif, preventif, represif dan yustisi yang tertuang dalam 

rencana strategis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015 - 2019. 

Sasaran strategis 2015-2019 mengakseleselari capaian sasaran strategis Program Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 5 kegiatan, yaitu: 

¶ Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi; 

¶ Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 

¶ Kegiatan Penegakan Hukum Pidana; 

¶ Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan; 

¶ Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  

 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup menetapkan target pencapaian 

Sasaran Strategis selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2015 ς 2019, berupa a. 

Meningkatnya Penanganan Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum 

sebesar 100 % dan b. Meningkatnya hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan seluas 

13 (tiga) juta Ha. Pada Tahun 2016, sasaran program Meningkatnya Penanganan Pengaduan, 

Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Pidana dengan target sebesar 70 % telah 

direalisasikan sebesar 105 % atau mencapai 150 % sedangkan sasaran program luas hutan 

yang dapat dipertahankan dari gangguan dengan target seluas 5.000.000 Ha direalisasikan 

sebesar 5.503.843 Ha atau mencapai 110 %.  Pelaksanaan kegiatan tersebut telah 

merealisasikan anggaran sebesar Rp. 202.696.153.176,- atau 98,18% dari pagu sebesar Rp. 
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206.461.762.000,-. Adapun penjelasan capaian per indikator program Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:: 

a. Meningkatnya Efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan, Sanksi Administrasi  

Kinerja dalam meningkatnya efektifitas penangan pengaduan; Pengawasan izin 

lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi tahun 2016 diukur 

dengan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebanyak 684 kasus atau 

sebesar 136 % lebih besar dari target sebesar 500 Kasus.  

 

Pengaduan oleh masyarakat yang ditangani selama tahun 2016 sebanyak 684 kasus, 

dengan status penanganan yang selesai sebanyak 604 diuraikan dengan tidak lengkap 

data pendukung sebanyak 44 kasus, direkomendasikan/dilimpakhan ke instansi lainnya 

sebanyak 484 kasus dan tidak terbukti sebanyak 27 Kasus. Kategori pengaduan terdiri 

atas kasus lingkungan hidup sebanyak 72 pengaduan; kasus kehutanan sebanyak 42 

pengaduan; Kasus LHK sebanyak 3 pengaduan dan Kasus non LHK sebanyak 49 

pengaduan. Peningkatan kinerja ini dipengaruhi beberapa faktor, yang salah satunya 

inisiative Ditjen PHLHK untuk lebih aktif dan responsive terhadap publik antara lain 

dengan membuka 8 (delapan) saluran/channel penerimaan pengaduaan. 

 

b. Meningkatkany Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilaksanakan tahun 2016 telah menangani 

sebanyak 82 kasus sengketa, yang terdiri dari : 1. Kasus sengketa diluar pengadilan 

bidang IPJ sebanyak 44 sengketa; 2. Kasus sengketa diluar pengadilan bidang SDA 

sebanyak 28 kasus dan 3. Kasus sengketa melalui pengadilan sebanyak 10 kasus. Kinerja 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara keseluruhan sebesar 99,80 %. Pada 

Tahun 2016 ini gugatan perdata yang didaftarkan pada Pengadilan sebanyak 10 perkara 

meningkat secara signifikan disbanding tahun 2015 yang hanya 5 pendaftaran gugatan 

perkara sengketa lingkungan hidup. Sedangkan kinerja penanganan sengketa diluar 

pengadilan mengalami peningkatan secara signifikan juga dimana pada tahun 2015 

capaian penyelesaian sebesar 65 % meningkat pada tahun 2016 menjadi 98,14%. 

Penanganan sengketa diluar pengadilan masih didominasi dengan penyelesaian sengketa 
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lingkungan hidup bidang Industri, Manufaktur dan Jasa sebanyak 44 Kasus sedangkan 

Bidang Sumber daya alam sebanyak 28 Kasus. Secara keseluruhan jumlah kasus diluar 

pengadilan mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sebanyak 93 kasus turun 

menjadi 72 kasus pada tahun 2016. 

 

Selama tahun 2016, Pemerintah telah melakukan gugatan kerugian lingkungan hidup dan 

biaya pemulihan lingkungan hidup terhadap 12 pihak tergugat dengan nilai sebesar Rp. + 

26 Triliun dan sampai dengan Desember 2016 dari penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup di luar pengadilan yang dapat disetorkan ke kas negara yaitu sebesar Rp. 25 Milyar.  

 

c. Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana LHK 

Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum pidana selama tahun 2016 ini telah 

menanganani sebanyak 189 kasus dan sampai dengan Desember 2015 telah 

menyelesaikan sampai dengan P.21 sebanyak 150 Kasus kasus atau 79,36  % melebihi  

dari target yang diberikan sebesar 75% sehingga capaian kegiatan penegakan hukum 

pidana sebesar 105  %, sedangkan 39 kasus sisanya atau 20,64% masih dalam proses 

penyidikan. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun ini 

terbagi dalam 5 (lima) tipologi, yakni : 1. Pembalakan Liar, 2. Perambahan Hutan, 3. 

Peredaran TSL Illegal, 4. Pencemaran Lingkungan dan 5. Kebakaran Hutan dan Lahan. 

Selama Tahun 2015, Berdasarkan tipiloginya penanganan kasus tidak pidana LHK 

terbesar adalah kasus peredaran TSL Illegal sebanyak 49 kasus dan telah selesai sampai 

dengan P.21 sebanyak 43 kasus. Tipologi kasus tindak pidana LHK yang paling sulit 

ditangani adalah kasus kebakaran hutan dan lahan sebanyak 5 kasus.  

 

Secara keseluruhan kasus telah ditangani dengan baik dan optimal dimana kinerja 

penganganan kasus berdasarkan tipologi adalah sebagai berikut : 1. kasus peredaran TSL 

ilegal tetap mengalami peningkatan sebanyak 51 Kasus atau 100 %; 2. Kasus pembalakan 

liar sebanyak 66 Kasus atau 94,29 %; 3. Kasus perambahan kawasan hutan sebanyak 29 

Kasus atau 85 %; Kasus pencemaran sebanyak 3 kasus atau 11 % dan Kasus Penanganan 

kebakaran hutan dan lahan selama 2 tahun terakhir hanya terselesaikan (P.21) sebanyak 

1 kasus dari 6 kasus yang dilakukan penyelidikan, yang memberikan gambaran sulitnya 

menuntaskan kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.  
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Mengacu pada target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 75%, maka dapat dikatakan 

bahwa kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana dalam penyelesaian kasus tindak 

pidana lingkungan hidup dan kehutanan telah melampaui target sebesar 4,36%. 

Dibandingkan dengan penyelesaian kasus tahun 2015, jumlah kasus yang ditangani tahun 

2016 mengalami peningkatan sebanyak 48 kasus atau 25,39%, sedangkan keberhasilan 

dalam menyelesaikan kasus sampai dengan P-21 mengalami peningkatan sebanyak 32 

kasus atau 21,33%. Meskipun jumlah kasus yang ditangani dan jumlah kasus yang 

diselesaikan sampai dengan P-21 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun 

capaian kinerja keseluruhan pada tahun 2016 mengalami penurunan dari capaian tahun 

2015, yaitu dari 111,47% menjadi 105,81% atau sebesar 5,76%. 

 

d. Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengamanan  

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan telah dilaksanakan pada 77 

lokasi di seluruh Indonesia, dimana tahun 2016 menargetkan terlaksananya pengamanan 

hutan dari ancaman dan gangguan seluas 5.000.000 Ha, sampai dengan Desember 2016 

target tersebut telah dicapai seluas 5.503.843 Ha atau 110 %. Upaya pencegahan dan 

pengamanan hutan dilaksanakan melalui Patroli pada 507 kawasan konservasi; Operasi 

Pengamanan Hutan pada 36 lokasi; serta pembentukan MMP sebanyak 17 Unit. 

 

Selain operasi pemulihan kawasan hutan, Ditjen Gakkum LHK juga melaksanakan operasi 

penyelamatan hak-hak negara atas sumber daya alam hutan dan lingkungan hidup. 

Pelaksanaan operasi pengamanan hasil hutan (Illegal Looging dan TSL) selama tahun 

2016 dilaksanakan pada 105 lokasi. Pelaksanaan operasi tersebut dilaksanakan di telah 

berhasil mengamankan kayu hasil illegal logging sebanyak 5.329 batang kayu ditambah 

sebanyak 1.227,75 M3 dengan nilai pasar sekitar Rp.12.939.868.800,-. Pelaksanaan 

operasi pemberantasan pembalakan liar yang pelaksananya tersebar pada 15 Propinsi. 

Berdasarkan frekuensi terjadinya pembalakan liar maka Regional Pulau Sumatera masih 

wilayah yang memiliki tingkat frekuensi terjadi illegal logging terbanyak sebesar 32 %. 

Pelaksanaan operasi pemberantasan peredaran TSL illegal dilakukan sebanyak 65 kali 

operasi dengan hasil berupa satwa dan specimennya sebanyak 6.122 ekor satwa, 

sebanyak 4.577 lembar kulit satwa dan 711 buah bagian-bagian satwa. Pelaksanaan 
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operasi tersebut paling tinggi terjadi di Regional Kalimantan, Regional Sumatera dan 

Regional Papua. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka potensi hilangnya penerimaan 

negara terbesar terjadi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua namun 

berdasarkan nilai potensi ekonomi berdasarkan besaran barang bukti maka potensial lost 

terbesar terjadi di Pulau Papua. 

 

Keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum LHK selama tahun 2015 ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain : 

1. Instrumen pendorong terbesar tercapainya indikator kinerja program adalah 

mekanisme penanganan yang sistematis dan terstruktur mulai dari soft approach 

hingga hard approach. Mekanisme ini telah menjadi filterisasi sehingga berbagai 

jenis dan tipologi ketidaktaatan perusahaan dapat diselesaikan sesuai dengan 

karakteristiknya. 

2. Meningkatnya penerapan sanksi administrasi kepada para pelaku usaha yang tidak 

taat ijin lingkungan dan atau ijin lainnya, didorong oleh semakin transparant bisnis 

proses pentaatan perijinan. 

3. Restrukturisasi lembaga Kementerian LHK yang berimplikasi pada organisasi 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum telah menciptakan organisasi penegakan 

hukum yang paling lengkap dimana pendekatan penegakan hukum Ditjen PHLHK 

dilakukan melalui penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan 

penegakan hukum pidana. Pendekatan ini mendorong semakin efektif dan 

optimalnya penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan. 

4. Faktor lain yang secara signifikan mendorong upaya penegakan hukum adalah 

tingginya dukungan publik kepada para petugas dan pimpinan dalam melaksanakan 

penegakan hukum. Hal ini sangat memotivasi para aparatur untuk bekerja lebih baik 

dan lebih optimal dalam menjerat para pelaku perusak lingkungan hidup dan hutan. 

5. Pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum juga mendorong percepatan 

pengumpulan barang bukti dan fakta-fakta lapangan lainnya. Penggunaan teknologi 

digunakan seperti drone untuk pengawasan dan inteligen, penggunaan aplikasi 

mobile yang mendorong peran serta masyarakat dalam melaporkan para 

pelanggaran dan perusak lingkungan dan hutan. 
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Adapun factor-faktor kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum 

lingkungan hidup dan kehutanan antara lain : 

1. Masih adanya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan belum melaksanakan 

seluruh kewajiban yang dikenakan dalam sanksi administratif, dikarenakan masih 

memerlukan persetujuan anggaran dengan pihak lain (Pemda dan BUMN);  

2. PPLH Fungsional sebagai petugas pelaksana pengawasan jumlahnya masih sangat 

terbatas, dibandingkan jumlah perijinan yang harus diawasi sehingga untuk 

memenuhi IKK yaitu 100% izin yang diawasi cukup sulit untuk dilaksanakan. Selain 

masalah jumlah, PPLH juga terkendala dengan  kompetensi yang tidak merata dan 

terstandar.  

3. Kurangnya tenaga ahli dan staf dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan 

hidup menjadi kendala dalam menpercepat penanganan kasus sengketa lingkungan 

hidup. Hal ini khususnya terkait proses negosiasi terhadap hasil penghitungan ahli 

yang lama sehingga menjadikan lamanya pembayaran kerugian lingkungan kepada 

Negara; 

4. Perbedaan persepsi pihak perusahaan terhadap hasil verifikasi sengketa lingkungan 

hidup yang dilakukan oleh TIM KLHK dan instansi lingkungan hidup daerah 

khususnya mengenai besaran ganti kerugian lingkungan; 

5. Terbatasnya data rona awal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi pusat 

maupun daerah untuk mendukung gugatan dan proses pembuktian serta belum 

lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembuktian di 

pengadilan; 

6. Pelaksanaan pencegahan dan pengamanan hutan merupakan kegiatan yang 

memerlukan banyak sumber daya (manusia, peralatan dan dana). Pada tahun 2016, 

alokasi sumber daya yang sangat terbatas menjadi kendala untuk menjangkau 

seluruh kawasan hutan. Sehingga lokasi pencegahan masih difokuskan pada 

beberapa areal yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. 

7. Kegiatan Pencegahan dan pengamanan hutan selain bersifat situasional juga ada 

yang bersifat rutin, lamanya proses penataan kelembagaan pada Tahun 2016 

menjadi salah satu faktor tidak tercapainya luasan hutan yang diamankan dari 

gangguan dan ancaman. 
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8. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan yang memerlukan sumber daya 

rutin yang besar, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran dana tau 

sumber daya lainnya. Pada tahun 2016 ini, kebutuhan anggaran penegakan hukum 

telah dipotong sebanyak 2 kali atau sekitar 45 Milyar, hal ini secara langsung 

berdampak pada terganggunya pelaksanaan upaya-upaya penegakan hukum di 

lapangan. 

 

Pengukuran efektivitas dan efisiensi kinerja sasaran strategis yang menjadi tanggung 

jawab Direktorat Jenderal Penegakan Hukum termasuk dalam kategori capaian yang 

efektif dan efisien. Nilai efektifitas sasaran strategis meningkatnya luas hutan yang dapat 

dipertahankan dari gangguan di bidang kehutanan adalah 1,58 atau > 1; yang berarti 

pelaksanaan Penegakan Hukum LHK dilaksanakan secara efektif dan focus pada 

pencapaian output dibandingan dengan pelaksanaan tahun 2014. Sedangkan nilai untuk 

efisiensi penggunaan anggaran Penegakan Hukum LHK sebesar 1,24 atau > 1; yang 

berarti pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran secara 

optimal dan efisien. 
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A. LATAR BELAKANG 

Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang sangat besar ini diupayakan untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejateraan warga Negara Indonesia sekarang dan 

yang akan datang. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia sedang 

melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Tidak bisa dipungkiri 

kemajuan peradaban, inovasI, teknologi, dan pertumbuhan jumlah penduduk telah 

membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus 

berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. Bahkan dunia 

pernah mencatat pada periode 2008-2010, laju deforestasi hutan di Indonesia akibat 

ativitas pembalakan ilegal, pembakaran hutan, konversi lahan hutan dan perburuan 

satwa liar mencapai 1.8 juta hektar per tahun. Laju deforestasi tersebut tentu sangat 

berdampak pada daya dukung lingkungan, dimana pembangunan yang membawa 

perubahan pesat telah memberikan dampak kerusakan lingkungan hidup yang masiv. 

 

Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan dan kesejahteraan 

manusia, namun karena keterbatasan dan persebarannya yang tidak merata maka 

diperlukan tata kelola dan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara adil, 

merata dan berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup yang baik dan sehat 

merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh 

karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk 

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi 

sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta mahluk hidup lain. 

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 

18 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah 
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mengamanatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk meningkatkan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui 

penegakan hukum. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang penegakan hukum  wajib 

menyusun sistem manajemen yang berorientasi pada hasil sehingga pelaksanaannya 

akan membantu mewujudkan instansi pemerintah yang beroperasi secara efisien, 

efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan sebagai 

salah satu syarat pencapaian tata pemerintahan yang baik. 

 

Dalam implementasi sistem tata pemerintahan yang baik tersebut, dilakukan dengan 

membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Penilaian 

Kinerja (IPK), serta laporan kinerja (LKj). Laporan Kinerja (LKj) adalah bentuk pelaksanaan 

akuntabilitas yang berupa penyampaian informasi fakta kinerja yang dihasilkan organisasi 

dengan harapan terkomunikasikannya pencapaian tujuan organisasi kepada seluruh 

stakeholder dan terlaksananya mekanisme kontrol oleh publik.  

 

Laporan Kinerja ini, merupakan perwujudan tanggungjawab Ditjen PHLHK terhadap 

pemberi mandat atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran  yang telah ditetapkan selama tahun  2016 dengan mengacu pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) 

Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

 

Selain itu,  laporan  ini  juga merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 

mendatang yang dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, 

pelaksanaan program dan kegiatan pada periode yang akan datang, dan penyempurnaan 

berbagai kebijakan yang diperlukan. 
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B.  TUGAS DAN FUNGSI 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, diberikan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan 

hidup dan kehutanan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan berfungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, 

pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, 

perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan 

operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;  

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, 

pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, 

perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan 

operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;  

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan 

pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, 

penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup 

dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan 

kehutanan;  

d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, 

penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup 

dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan 

kehutanan;  

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, 

penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah 

lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum 

lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;  
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f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, 

pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi,  

perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan 

operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;  

g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan; 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
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C. STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : 

Gambar 1 Struktur Organisasi  
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Disamping stuktur organisasi pusat, untuk dapat melakukan upaya-upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih 

responsive maka kelembagaan organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadopsi system 

territorial kewilayahan sebagaimana gambar dibawah ini:  

 

 
 

Gambar 2 Sistem kelembagaan Ditjen Penegakan Hukum LHK
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D. SUMBER DAYA 

Dalam menjalan tugas dan fungsi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

sumber daya yang dialokasi pada Ditjen PHLHK masih sangat terbatas, baik sumber daya 

manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan dan sarana. Adapun 

komposisi sumber daya tersebut sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :  

a. Sumber Daya Manusia 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini 

memiliki 857 pegawai. Komposisi golongan, jabatan fungsional dan wilayah kerja 

sumber daya manusia  yang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan 

kehutanan terdiri dari Satuan Polhut Operasi Reaksi Cepat (SPORC) dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) 

sebagaimana dalam tabel berikut: 

Tabel 1 Komposisi sumber daya manusia pada 5 UPT Ditjen PHLHK 
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Sampai dengan tahun 2016, Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Penegakan 

Hukum sampai saat ini telah cukup lengkap selain itu sumber daya manusia juga 

didukung oleh pegawai honor sebanyak 62 orang sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 2  Komposisi distribusi tenaga teknis bidang penegakan hukum LHK 

 

 

b. Sumber Daya Anggaran 

Pelaksanaan program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan oleh Ditjen 

PHLHK didukung oleh anggaran sebesar 206 Milyar, anggaran ini mengalami 

penurunan secara signifikan dibandingkan anggaran tahun 2016 sebagaimana tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3 Alokasi anggaran program Ditjen PHLHK 
 

NO Tahun 

Anggaran (Rp. Juta) Ditjen 
PHLHK 
(Juta) 

Deputi V  Dit. PPH  Jumlah  

Pagu Real Pagu Real Pagu Real 

1 2013 30.935 29.702 56.441 47.336 87.376 77.038  

2 2014 30.689 27.657 28.000 21.795 58.689 86.346  

3 2015       278.980 

4 2016       206.461 
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Gambar 3 Grafik anggaran Ditjen PHLHK 2013 ς 2016 

 

c. Sumber Daya Peralatan dan Sarana 

Sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungn Hidup dan 

Kehutanan sampai saat ini masih dalam pemenuhan standar minimal perkantoran, 

namun demikian pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hdup dan kehutanan 

masih tetap berjalan dengen didukung sebagaimana tabel dibawah ini. 

Tabel 4 Sarana dan prasarana Ditjn  PHLHK 

No. Jenis 
2014 2015 

Volume Nilai Volume Nilai 

I Peralatan dan mesin 664 29.200.020.918 1.320 84.726.717.047 

2 Aset tetap lainnya 1  41.800.000 1  41.800.000 

3 Konstruksi dalam 
pengerjaan 

2 33.884.158.150 2 33.884.158.150 

JUMLAH 667 61.125.928.918 1.323 118.651.725.047 

 

Tabel 5 Daftar peralatan penegakan hukum LHK sampai dengan 2016 

No Uraian Satuan Jumlah 

1 Tanah Persil m2 10,498 

2 Alat bantu Unit 32 

3 Alat Angkutan Darat Bermotor Unit 265 

4 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Unit 4 

5 Alat Angkutan Apung Bermotor Unit 9 

6 Alat Angkutan Bermotor Udara Unit 2 

7 Alat Bengkel Bermesin Buah 1 

8 Alat Bengkel Tak Bermesin   111 
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No Uraian Satuan Jumlah 

9 Alat Ukur Buah 173 

10 Alat Pengolahan Buah 21 

11 Alat Kantor Unit 315 

12 Alat Rumah Tangga Unit 918 

13 Alat Studio Buah 165 

14 Alat Komunikasi Buah 35 

15 Peralatan Pemancar  Buah 7 

16 Alat Kedokteran Buah 92 

17 Unit Alat Laboratorium Buah 91 

18 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Buah 3 

19 Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Buah 2 

20 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Buah 17 

21 Senjata Api Pucuk  26 

22 Persenjatan Non Senjata Api Buah 33 

23 Alat Khusus Kepolisian Buah 56 

24 Komputer Unit Unit 404 

25 Peralatan Komputer Unit 288 

26 Alat Eksploitasi Topografi Buah 8 

27 Alat SAR Buah 44 

28 Alat Kerja Penerbangan Buah 4 

29 Unit Alat Proses/Produksi Buah 12 

30 Rambu-rambu Lalu Linta Darat Unit 3 

31 Peralatan Olahraga Buah 3 

32 Bangunan Gedung Tempat Kerja Unit 4 

33 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Unit 1 

34 Tugu/Tanda Batas Unit 1 

35 Instalasi Air Bersih/ Air Baku Unit 1 

36 Instalasi Pengamanan Unit 3 

37 Jaringan Listrik Unit 1 

38 Jaringan Telepon Unit 1 

39 Alat Bercorak Kebudayaan Buah 1 
 
 

E.  ISU-ISU STRATEGIS 

 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PHLHK memiliki banyak faktor-fator yang 

dapat menjadi potensial dalam penegakan hukum namun dalam saat yang bersamaan 

juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal. Identifikasi 

permasalahan termaksud di atas adalah sebagai berikut: 

a) INTERNAL  

Á Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terutama kapasitas 

sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai 
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untuk menghadapi/mengatasi tantangannya, mengingat pertumbuhan kapasitas 

lebih lamban dibandingkan dengan perkembangan problematik yang mesti 

dihadapi/diatasinya.  

Á Sumberdaya aparatur pada tingkat operasional relatif belum memadai 

dibandingkan dengan tantangannya. Prasarana dan sarana belum memadai relatif 

dibandingkan dengan permasalahan teknis yang harus diatasi. Jumlah PPNS dan 

PPLH tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam melakukan 

kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pidana, antara lain karena persoalan 

jabatan fungsional nya. 

Á Kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih terkendala 

dengan ketersediaan data dan informasi, antara lain data/informasi yang 

berkenaan dengan izin-izin usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

pencemaran/perusakan lingkungan hidup     

Á tŜƴƛƴƎƪŀǘŀƴ ǇŜƴŜƎŀƪŀƴ ƘǳƪǳƳ ƳŜƭŀƭǳƛ ǇŜƴŘŜƪŀǘŀƴ άƳǳƭǘƛŘƻƻǊǎέ masih terkendala 

oleh kapasitas operasionalisasinya, baik pada tingkat gerakan maupun pada tingkat 

lapangan.  

Á Kinerja yang masih belum memadai untuk mengefektifkan koordinasi dan 

sinergitas antar unit kerja, terutama dengan Ditjen-Ditjen yang memiliki 

kewenangan mengeluarkan izin dan menetapkan aturan hukum Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. 

Á Peraturan perundang-undangan pada tingkatan prosedur operasional belum 

lengkap dan atau perlu dimuthahirkan. 

 

b) EKSTERNAL  

Á Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk efektifitas pelaksanaan 

penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih cukup banyak yang 

harus ditetapkan. 

Á Pembagian tugas-tugas ǇŜƴŜƎŀƪŀƴ ƘǳƪǳƳ ŀƴǘŀǊŀ άǇǳǎŀǘ Řŀƴ ŘŀŜǊŀƘέ ǇŜǊƭǳ segera 

dimutakhirkan aturan penyelarasannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar 

urusan dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya, karena perubahan cara kerja dan 

koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah, yang merupakan implikasi dari 

penggabungan dua kementerian menjadi Kementerian LHK. 
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Á Besarya harapan rakyat akan keadilan yang ditunjukan dengan tingginya 

kepercayaan publik, kemungkinan akan mengalami penurunan apabila sumber 

daya penegakan hukum tidak dapat ditingkatkan/dioptimalkan lebih tinggi lagi. 

Á Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan.  

Á Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses besar tehadap 

masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara illegal. 

Á Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang 

cenderung meningkat. 

 

Sehubungan dengan itu maka dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi 

potensi dan permasalahan termaksud di atas kemudian dilakukan determinasi faktor-faktor 

kunci SWOT. Hasil analisis SWOT yang telah dilakukan oleh Ditjen PHLHK, menunjukkan 

bahwa resultante faktor-faktor kunci internal (kekuatan dan kelemahan) berada pada posisi 

yang relatif lebih kuat, sedangkan resultante faktor-faktor kunci eksternal (peluang dan 

ŀƴŎŀƳŀƴύ ōŜǊŀŘŀ ǇŀŘŀ Ǉƻǎƛǎƛ ȅŀƴƎ ǊŜƭŀǘƛŦ ƭŜōƛƘ ōŜǊǇŜƭǳŀƴƎΣ Ƴŀƪŀ άǇŜǘŀ SWOTέ 5ƛǘƧŜƴ tI[IY 

berada pada ƪǳŀŘǊŀƴ άS-OέΣ ȅŀƛǘǳ ƪƻƳōƛƴŀǎƛ ŀƴǘŀǊŀ ƳŜƳƛƭƛƪƛ άƪŜƪǳŀǘŀƴ Řŀƴ ǇŜƭǳŀƴƎέΣ 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar Kuadran SWOT berikut: 

 

Gambar 4 Kuadran SWOT posisi Ditjen PHLHK 
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Dengan demikian maka strategi generik yang ditempuh adalah strategi tipe S-O. Faktor-faktor 

kunci kekuatan disinergikan untuk memanfaatkan faktor-faktor kunci peluang, guna 

mempercepat dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan hukum di tingkat tapak, 

sehingga hasil pelaksanaannya selain akan mencapai sasarannya juga akan mengurangi 

faktor-faktor kunci ancaman, serta dapat meningkatkan upaya memperkuat faktor-faktor 

kelemahan yang masih ada.  
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.!.Φ LL t9w9b/!b!!b YLb9wW!  

A. RENCANA STRATEGIS 2015 ς 2019 

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindak-lanjuti RPJMN 2015-

2019 dengan penetapan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019. Tujuan 

Kementerian LHK diwujudkan oleh seluruh unit-unit kerjanya melalui pencapaian 

serangkaian sasaran, secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi, sebagaimana 

struktur sasaran pada Sistem Perencanaan Kementerian LHK. Adapun penentuan 

sasaran-sasaran termaksud dilakukan dalam bingkai ranah tugas dan fungsi masing-

masing unit kerja, dengan mengacu pada Renstra Kementerian LHK 2015 ς 2019, serta 

dengan strategi yang didasarkan pada potensi dan permasalahan yang dikemukakan 

dalam Bab Pertama. Sedangkan ǇŜƴƎŜǊǘƛŀƴ άǎŀǎŀǊŀƴέ ŘŀƭŀƳ ŘƻƪǳƳŜƴ ƛƴƛ ƳŜƴƎŀŎǳ ǇŀŘŀ 

pedoman penyusunan Renstra di jajaran Kementerian LHK. Sasaran adalah kondisi yang 

akan dicapai secara nyata oleh Kementerian, dan unit-unit kerjanya secara berantai dan 

berjenjang. Sasaran Strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu tahun 2015 ς 2019, 

sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK 2015-2019, adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, 

ketahanan air, dan kesehatan masyarakat; 

2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; 

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan 

sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan.  

Pencapaian tiga Sasaran Strategis Kementerian LHK 2015-2019 tersebut di atas akan 

dilakukan melalui 13 Program. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor : P.57/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja 

Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabarkan bahwa diantara 13 

Program termaksud di atas, terdapat άtǊƻƎǊŀƳ tŜƴŜƎŀƪŀƴ IǳƪǳƳ [ƛƴƎƪǳƴƎŀƴ IƛŘǳǇ 5ŀƴ 
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YŜƘǳǘŀƴŀƴέΣ ȅŀƴƎ ǇŜƴƎŜƭƻƭŀŀƴƴȅŀ Řƛƪǳŀǎŀƪŀƴ ƪŜǇŀŘŀ Ditjen PHLHK.1 Sasaran program 

ini dirancang untuk berkontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis Pertama, dan 

Sasaran Strategis Ketiga Kementerian LHK, sebagaimana ditunjukkan dengan diagram 

pada Gambar Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

 

Gambar 5 Kinerja program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 

 

Selain dua sub sasaran termaksud di atas, sesungguhnya terdapat satu sub sasaran 

lainnya yang merupakan dukungan manajemen, namun tidak tergambarkan pada 

diagram karena bersifat cross cutting issues. Oleh karenanya Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 telah melakukan revisi terhadap penetapan IKP-IKP 

terdahulu melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

P.78/MENLHK/ SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana tanggung jawab Direktorat 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat pada ketiga Sasaran 

Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana gambar dibawah 

ini:  

                                                 
1  Sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra Kementerian LHK 2015-2019, pada halaman 28. 
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Gambar 6 Tanggungjawab Ditjen PHLHK pada Renstra Kementerian LHK 

 

Alur logika kontribusi sasaran kegiatan ini pada pencapaian Sasaran Program adalah 

sebagaimana penjelasan berikut ini. 

 

7. Jumlah Provinsi 
rawan karhutla yang 
mampu dilindungi 
dari bahaya karhut 
sebanyak 7 Prov. 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Utama 

Sasaran 
Unit Kinerja 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

1. Menjaga Kualitas 
Lingkungan 
Hidup untuk 
meningkatkan 
daya dukung 
lingkungan, 
ketahanan air 
dan kesehatam 
masyarakat 

2. Memanfaatkan 
potensi Sumber 
Daya Hutan dan 
Lingkungan 
Hutan Secara 
Lestari Untuk 
Meningkatkan 
Ekonomi dan 
Kesejahteraan 
Masyarakat Yang 
Berkeadilan 

3. Melestarikan ke-
seimbangan eko-
sistem dan keane 
karagaman haya-
ti serta 
keberada-an 
sumber daya 
alam sebagai sys-
tem penyangga 
kehiduopan utk 
mendukung 
pembangunan 
berkelanjutan 

1. Indeks Kualitas LH 
pada Tahun 2019 
berdada pada 
rentang 66,5 ς 68,6 2. Jumlah PNBP dari 
produksi barang/ jasa 
hutan dan LH Pada 
Tahun 2019 Rp. 3,9 
Triliun 

3. Nilai Eksport Hasil 
Hutan Tahun 2019 
sebesar US$ 9,28 
Milyar dan Rp.5,8 
Trilyun 

4. Jumlah komulatif KK 
yg memiliki efek 
tifitas pengelolaan 
Minimal 70 Tahun 
2019 sebanyak 260 
Unit 

5. Jumlah komulatif KPH 
yang mem-produksi 
barang/ jasa secara 
lestari berbasis desa 
Thn 2019 sebanyak 
347 Unit 

6. Luas Komulatif kaws 
hutan yang dikelola 
oleh masy. Dan 
dikembangkan sbg 
sentra prod. hsl 
hutan berbasis desa 
Tahun 2019 seluas 
12,7 Juta Ha 

1. Seluruh pemegang 
izin lingkungan 
mentaati 
peraturan terkait 
pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 

2. Meningkatnya 
hak-hak negara 
atas pengelolaan 
sumber daya 
hutan dan 
Lingkungan Hidup  

1. Peningkatnya ke-
taatan pemegang 
izin lingkungan 
terhadap peratur-
an terkait penge-
lolaan lingkungan 
hidup dan 
kehutanan 60% 

2. Jumlah 
penyelesaian 
kasus sampai P21 
untuk penebangan 
liar, penyeludupan 
dan peredaran 
ilegal TSL 
sebanyak 40 Kasus  

3. Seluruh unit 
kawasan hutan 
(termasuk 
kawasan 
konservasi) yang 
dapat dilindungi 
dari gangguan 
keamanan hutan 
seluas 4 juta Ha  

3. Meningkatnya 
kawasan hutan 
(termasuk 
kawasan 
konservasi) yang 
dapat dilindungi 
dari ancaman dan 
gangguan 
keamanan hutan  
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Capaian Sasaran Program ini mengarah pada 

peningkatan keberhasilan upaya penegakan hukum 

lingkungan hidup, yang secara garis besar meliputi 

pelayanan pengaduan dan penyelesaian penegakan 

hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum 

pidana. Alur logika tersebut diatas disederhanakan 

dengan pemodelan pada Gambar 

Model Logis Kontribusi Sasaran Program pada pencapaian Sasaran Strategis Kementerian 

LHK. Keberhasilan upaya penegakan hukum perdata dan atau hukum administrasi, secara 

logika, mestinya akan meningkatkan ketaatan para wajib hukum untuk:  

¶ Mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang disebabkannya; 

¶ Mematuhi larangan mencemari / merusak lingkungan hidup; 

¶ Mematuhi kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran / perusakan 

lingkungan hidup;  

¶ Menangani sampah yang ditimbulkannya sesuai dengan yang dipersyaratkan;  

¶ aŜƴƎŜƭƻƭŀ άōŀƘŀƴ ōŜǊōŀƘŀȅŀ ōŜǊŀŎǳƴέ ό.оύ ǎŜǎǳŀƛ ŘŜƴƎŀƴ ȅŀƴƎ ŘƛǇŜǊǎȅŀǊŀǘƪŀƴ 

kepadanya; dan/atau  

¶ Mengelola limbah B3 sesuai persyaratan dengan yang dipersyaratkan kepadanya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Model logis kontribusi sasaran program P7.A pada pencapaian sasaran strategis 
 Kementerian LHK 

 
Dengan demikian maka keberhasilan penanganan penegakan hukum administrasi, hukum 

gugatan perdata, dan hukum pidana termaksud di atas akan mengurangi 

pencemaran/perusakan lingkungan hidup, dan akan melindungi keberlanjutan sumber daya 

kehutanan, yang akan mengerucut bersama hasil upaya lainnya menuju pada semakin 

membaiknya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu maka keberhasilan 

SS_1 / IKU_1 / IKP_1 : 

Sasaran Meningkatnya 

Penanganan Pengaduan, 

Penyelesaian Sengketa dan 

Penegakan Hukum 

sebesar 70 % 
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ǇŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ άtǊƻƎǊŀƳ tŜƴŀƴƎŀƴŀƴ tŜƴƎŀŘǳŀƴ tŜƴȅŜƭŜǎŀƛŀƴ {ŜƴƎƪŜǘŀ Řŀƴ tŜƴŜƎŀƪŀƴ 

IǳƪǳƳέ ǘŜǊƳŀƪǎǳŘ Řƛ ŀǘŀǎ ŀƪŀƴ ōŜǊƪƻƴǘǊƛōǳǎƛ ǇŀŘŀ ǳǇŀȅŀ ǳƴǘǳƪ ƳŜǿǳƧǳŘƪŀƴ {ŀǎŀǊŀƴ 

{ǘǊŀǘŜƎƛǎ tŜǊǘŀƳŀ YŜƳŜƴǘŜǊƛŀƴ [IYΣ ȅŀƪƴƛΥ άMenjaga kualitas lingkungan hidup untuk 

ƳŜƴƛƴƎƪŀǘƪŀƴ Řŀȅŀ ŘǳƪǳƴƎ ƭƛƴƎƪǳƴƎŀƴΣ ƪŜǘŀƘŀƴŀƴ ŀƛǊΣ Řŀƴ ƪŜǎŜƘŀǘŀƴ ƳŀǎȅŀǊŀƪŀǘέΦ 

 

 

Capaian Sasaran Program ini mengarah pada 

peningkatan keberhasilan upaya pengamanan 

kekayaan negara dan penindakan kegiatan illegal 

yang potensial menghilangkan kekayaan/ hak-hak 

negara,   yang      secara      garis    besar      meliputi 

pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan. Keberhasilan upaya pencegahan 

dan pengamanan hutan serta penegakan hukum pidana, secara logika, mestinya akan 

meningkatkan penerimaan negara bukan pajak untuk:  

¶ Mengendalikan pemanfaatan dan peredaran hasil hutan (kayu dan tumbuhan satwa liar) 

secara legal; 

¶ Mengamankan hasil hutan (kayu dan tumbuhan satwa liar) yang dipunggut dan 

dimanfaatkan secara illegal  

¶ Mematuhi kewajiban dalam kegiatan pemunggutan dan pemanfaatan hasil hutan (kayu 

dan tumbuhan satwa liar);  

¶ Melakukan penuntutan / gugatan atas kehilangan negara yang disebabkan kegiatan illegal 

dan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;  

 
Dengan demikian maka keberhasilan penanganan pencegahan dan pengamanan hutan 

termaksud di atas akan mengurangi potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak, dan 

akan mendorong para pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatannya dengan mentaati 

peraturan perundangan yang berlaku, yang akan mengerucut bersama hasil upaya lainnya 

menuju pada semakin meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan 

lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

yang berkeadilanΦ hƭŜƘ ƪŀǊŜƴŀ ƛǘǳ Ƴŀƪŀ ƪŜōŜǊƘŀǎƛƭŀƴ ǇŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ άMeningkatnya hak-hak 

Negara atas pengelolaan Sumber Daya Hutan Řŀƴ [ƛƴƎƪǳƴƎŀƴ IƛŘǳǇ ά termaksud di atas akan 

berkontribusi pada upaya untuk mewujudkan Sasaran Strategis Kedua Kementerian LHK, 

SS_2 / IKU_2 / IKP_2 : 
Meningkatnya Hak-Hak 
Negara atas Pengelolaan 
Sumber Daya Hutan dan LH 
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ȅŀƪƴƛΥ άMeningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara 

lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilanέΦ  

 

Capaian Sasaran Program ini mengarah pada ter-

aman-ƪŀƴƴȅŀ άŀǎŜǘέ ƪŜƘǳǘŀƴŀƴ ȅŀƴƎ 

pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian 

LHK. Ancaman dan gangguan terhadap hutan 

berupa perambahan, penebangan liar, perburuan  

liar, pengambilan liar fauna dan atau flora, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan 

kerusakan habitat fauna dan atau flora dilindungi serta kegiatan-kegiatan liar lainnya yang 

mengancam keberfungsian ekosistem beserta dinamika ekologisnya. Keberhasilan upaya 

pencegahan dan pengamanan hutan ini akan menuju pada peningkatan derajat 

keberfungsian ekosistem. Alur logika tersebut diatas disederhanakan dengan pemodelan 

pada Gambar Model Logis Kontribusi Sasaran Program Pada Pencapaian Sasaran Strategis 

Kementerian LHK berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 8 Model logis kontribusi sasaran program IKP 3 pada pencapaian sasaran strategis 
Kementerian LHK 

 
Keberhasilan upaya pencegahan dan pengamanan hutan, secara logika, mestinya akan 

meningkatkan kelestarian keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta 

keberadaan sumber daya alam, yang antara lain melalui upaya-upaya:  

¶ Mengendalikan tingkat ancaman dari berbagai kegiatan terhadap kawasan hutan produksi, 

hutan lindung dan hutan konservasi; 

SS_3 / IKU_4 / IKP_3 : 
Meningkatkan kawasan hutan 
(termasuk kawasan 
konservasi) yang dapat 
dilindungi dari gangguan 
keamanan hutan seluas 4 Juta 
Ha 
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¶ Menurunkan tingkat gangguan terhadap hutan melalui operasi pemulihan kawasan, 

operasi pembalakan liar dan operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar;  

¶ Penindakan korporasi (badan usaha) yang menggunakan/memanfaatkan kawasan hutan 

tidak sesuai dengan prosedur. 

Dengan demikian maka keberhasilan penanganan pencegahan dan pengamanan hutan 

termaksud di atas akan memciptakan kondisi yang aman dalam kawasan hutan, sebagai 

prakondisi dan akan mengerucut bersama hasil upaya lainnya menuju pada semakin 

meningkatnya kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber 

daya alam sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan untuk mewujudkan Sasaran Strategis Ketiga Kementerian LHK. 

 

Penjabaran diagram alir Sasaran Program menjadi Sasaran Kegiatan ditunjukkan Gambar 

Program P7 dan Kegiatan-kegiatannya serta masing-masing Sasarannya  berikut: 

Sasaran 
Program 

 
Indikator Kinerja 

Program 

   

Seluruh 
Pemegang 
izin lingkung-
an mentaati 
peraturan 
terkait PPLH 
dan 
Kehutanan 

 Meningkatnya ketaatan 
pemegang izin 
lingkungan terhadap 
peraturan terkait 
pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
60  % 

 

 

Meningkatnya 
Hak-Hak 
Negara atas 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Hutan dan LH 

 Jumlah penyelesaian 
kasus sampai P21 untuk 
penebangan liar, 
penyeludupan dan 
peredaran ilegal TSL 
sebesar 40 kasus 

 

Meningkatnya 
hutan yang 
dapat 
dipertahankan 
dari gangguan 
seluas 13 (tiga 
belas) juta Ha. 

 Seluruh unit kawasan 
hutan (termasuk 
kawasan konservasi) 
yang dapat dilindungi 
dari gangguan 
keamanan hutan 4 juta 
ha 

Gambar 9 Program P7 dan kegiatan-kegiatannya serta masing-masing sasarannya 
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Berdasarkan penjabaran diatas, maka Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup menetapkan target pencapaian Sasaran Strategis selama 5 (lima) tahun mulai dari 

Tahun 2015 ς 2019 sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel 6 Target capaian sasaran strategis program penegakan hukum lingkungan hidup dan 
 kehutanan tahun 2015 ς 2019 

 

No Indikator Kinerja Utama Indikator Sasaran Program 
Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Seluruh Pemegang izin 
lingkungan mentaati 
peraturan terkait PPLH 
dan Kehutanan 

Meningkatnya ketaatan 
pemegang izin lingkungan 
terhadap peraturan 
pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 60  % 

50 % 60 % 70 % 80 % 100 % 

2 Meningkatnya Hak-Hak 
Negara atas Pengelolaan 
Sumber Daya Hutan dan 
LH 

Jumlah penyelesaian kasus 
sampai P21 untuk 
penebangan liar, 
penyeludupan dan 
peredaran ilegal TSL 
sebesar 40 kasus 

75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 

3 Meningkatnya hutan 
yang dapat 
dipertahankan dari 
gangguan seluas 13 (tiga 
belas) juta Ha. 

Seluruh unit kawasan hutan 
(termasuk kawasan 
konservasi) yang dapat 
dilindungi dari gangguan 
keamanan hutan 4 juta ha 

3 Juta 
Ha 

4 Juta 
Ha 

8 Juta 
Ha 

11 Juta 
Ha 

13 Juta 
Ha 

 

 

B. RENCANA KERJA 2016 

Perubahan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

melalui Permen LHK Nomor : P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016, yang menjadi amaka 

Rencana Strategis Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 

2015 ς 2019 diturunkan menjadi Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016. Rencana kerja ini memuat arah kebijakan Ditjen 

PHLHK selama Tahun 2016 sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran strategis jangka 

menegah dan jangka panjang. Rencana Kerja ini juga menjadi acuan menetapkan 

Indikator Penilaian Kinerja sebagai instrumen mengukur kemajuan pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis. Indikator Penilaian Kinerja (IPK) Program Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai mana dituangkan dalam Rencana Kerja 
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Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016, 

terdiri atas : 

Tabel 7 Indikator sasaran program dan indikator kegiatan program penegakan hukum 
 lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2016 

 

No Kegiatan  Sasaran Indikator 
Target 2016 

Vol Satuan 

A 
Meningkatnya Penanganan Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan 
Penegakan Hukum 

70 Persen 

I Kegiatan 
Penanganan 
Pengaduan, 
Pengawasan 
dan Sanksi 
Administrasi 

Meningkatnya 
efektivitas 
penanganan 
pengaduan, 
pengawasan IL, 
Izin PPLH, dan 
PUU; Ketaatan 
terhadap sanksi 
administrasi 

Pengaduan masyarakat yang 
ditindaklanjuti  

50
0 

Pengaduan 

Penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang diawasi ketaatannya 
terhadap IL, izin PPLH dan PUU LH 
sebanyak 100 % 

50
0 

Ijin Ling. 

Sanksi administrasi yang ditaati oleh 
penanggung-jawab usaha dan atau 
kegiatan sebanyak 60 %  

75  Sanksi 
Administrasi  

Jumlah sarana dan prasarana 
pelaksanaan pengawasan, pengamanan 
dan penegakan hukum yang memenuhi 
standar minimum  

12
0 

PPLH 

Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan 
Hidup  yang dibina dan ditingkatkan 
kapasitasnya  

10
0 

PPLH 

2 Kegiatan 
Penyelesaian 
Sengketa LH  

Meningkat nya 
efektivitas PSLH 

Penyelesaian Sengketa Lindungan Hidup 
di luar pengadilan yang diselesaikan 75 
% 

15 Kesepakatan  

Jumlah pendaftaran gugatan perdata 
lingkungan hidup melalui pengadilan  

10 Gugatan 

3 Kegiatan 
Penegakan 
Hukum 
Pidana 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

Meningkat nya 
efektifitas 
penanganan dan 
penyelesai an 
perkara tindak 
pidana 
lingkungan 
hidup dan 
kehutanan 

Persentase penyelesaian tindak pidana 
sampai dengan P21 sebesar 75 % 

10
0 

Kasus 

Jumlah verifikasi perkara pidana bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan  

20
0 

Kasus 

Jumlah barang bukti yang ditangani 
sebesar 100 % dari jumlah kasus yang 
ditangani  

16
8 

Kasus 

Jumlah pelaksanaan eksaminasi kasus 
TPLH sebesar 100 % 

7 Eksaminasi  

Fasilitasi penegakan hukum pidana 
terpadu sebesar 100 % 

30 Kasus 

Jumlah Kapasitas PPNS yang 
ditingkatkan  

50
0 

Orang 

B Meningkatnya hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan  4 Juta Ha 

4 Kegiatan 
Pencegahan 
dan 
Pengamanan 
Hutan 

Terlaksana nya 
pencegahan dan 
pengamanan ter 
hadap gangguan 
dan ancaman 

Jumlah lokasi dilaksanakannya 
pencegahan  serta pengendalian 
ancaman dan gangguan di 77 lokasi  

77 Lokasi 

Jumlah Polhut yang dibina dan 
ditingkatkan kapasitasnya  

25
00 

Lokasi 
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No Kegiatan  Sasaran Indikator 
Target 2016 

Vol Satuan 

bidang 
kehutanan di  34 
Propinsi 
(S3.P7.K4) 

Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), 
Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya 
(TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya 
yang terbina  

34 Unit 

Jumlah sarana dan prasarana 
pelaksanaan pengawasan, pengamanan, 
dan penegakan hukum yang memenuhi 
standar minimum  

11 Brigade 

Luas kawasan hutan yang dapat 
dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat 
setiap tahun  

5 Juta Ha  

5 Dukungan 
Manajemen 

Terwujud nya 
reformasi tata 
kelola 
kepemerintahan 
yang baik di 
Ditjen PHLHK 
(S1.P7.K5) 

SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 
(A) di tahun 2019 (S1.P7.K5.IKK.a) 

72 Point 

 

C. PERJANJIAN KINERJA 2016  

Penetapan Kinerja (PK) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 

dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Tujuan penetapan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; dan 

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi. Indikator Penilai Kinerja (IPK) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang 

tertuang dalam Penetapan kinerja tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Direktorat 

Jenderal Penagakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri 

Kehutanan adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 8 Perjanjian kinerja sasaran strategis program penegakan hukum lingkungan 

hidup dan kehutanan 2016 
 

No Sasaran Strategis Target 

1 Meningkatnya Penanganan Pengaduan, 
Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum  

70 Persen 

2 Meningkatnya hutan yang dapat dipertahankan dari 
gangguan  

4 Juta Ha 
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Tabel 9 Konektivitas indikator sasaran utama dengan perjanjian kinerja program 
 penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 2016 

 

No Indikator Kinerja Utama 
Perjanjian 

Kinerja 
Indikator Sasaran Program Target 

IKU 
1 

Seluruh Pemegang izin 
lingkungan mentaati 
peraturan terkait PPLH 
dan Kehutanan 

Meningkatnya 
Penanganan 
Pengaduan, 
Penyelesaian 
Sengketa dan 
Penegakan 
Hukum sebesar 
70 % 

Meningkatnya ketaatan 
pemegang izin lingkungan 
terhadap peraturan terkait 
pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 60  % 

60 % 

IKU 
2 

Meningkatnya Hak-Hak 
Negara atas 
Pengelolaan Sumber 
Daya Hutan dan LH 

Jumlah penyelesaian kasus 
sampai P21 untuk 
penebangan liar, 
penyeludupan dan peredaran 
ilegal TSL sebesar 40 kasus 

40 Kasus 

IKU 
4 

Meningkatnya hutan 
yang dapat 
dipertahankan dari 
gangguan seluas 13 
(tiga belas) juta Ha. 

Meningkatnya 
hutan yang 
dapat 
dipertahankan 
dari gangguan 
seluas 4 Juta Ha 

Seluruh unit kawasan hutan 
(termasuk kawasan 
konservasi) yang dapat 
dilindungi dari gangguan 
keamanan hutan 4 juta ha 

4.000.000 
Ha 

 

 

Alokasi Anggaran untuk Indikator Kinerja Program adalah: 

Tabel 10 Alokasi anggaran program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 
 tahun 2016 

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 

1 
Meningkatnya Penanganan Pengaduan, Penyelesaian 
Sengketa dan Penegakan Hukum 

58.098.456,000,- 

2 
Meningkatnya hutan yang dapat dipertahankan dari 
gangguan 

113.587.872.000,- 

3 Dukungan Manajement Pelaksanaan Tugas PHLHK 75.313.590.000,- 
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A. PENGUKURAN KINERJA PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LHK 

A.1. DISKRIPSI 
 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal 

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja 

dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen 

kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau 

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tat acara 

reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.  

 

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran 

kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan 

meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan 

dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) 

terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala 

(triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja 

harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. 

 

Berdasarkan tipenya, Indikator Kinerja (IK) dapat dibagi menjadi: 

1. Kuantitatif absolut, menggunakan angka absolut; 

2. Prosentase, menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan 

populasinya; 

3. Rata-rata, angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian. 
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Akuntabilitas ini juga menjelaskan perbandingan antara target dan capaian seluruh 

indicator yang diukur. Selain perbandingan antara target dan realisasi pada Tahun 2016, 

juga dilakukan pembandingan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya serta 

perbandingan dengan Rencana Pembanguanan Jangka Menengah (RPJM) dan atau 

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 ς 2019. 

 

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan kinerja dengan program dan 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana 

strategis. Penyusunan laporan kinerja (LKj) Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2016, 

pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu 

sebesar 150%, sehingga jika dirata-rata tidak dapat menggambarkan capaian kinerja yang 

sesungguhnya dari Direktorat Jenderal PHLHK. 

A.2. FAKTOR ς FAKTOR KEBERHASILAN DAN ATAU KENDALA/HAMBATAN 
 

Untuk mengukur pencapaian target-target sebagaimana disebut diatas, Ditjen PHLHK 

telah mengembangkan beberapa tahapan proses dan instrumen sebagai berikut : 

1. Merancang berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan target-target. 

2. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulanan, 

triwulan, semesteran untuk melihat progress pencapaian target instrumen tersebut 

menyangkut beberapa hal, yaitu : 

a. Rincian aktivitas yang dilakukan dalam setiap periode, 

b. Target per periode 

c. Rincian anggaran yang akan digunakan dalam triwulan 

d. Pertemuan dua mingguan untuk membahas dan memonitor pencapaian dan 

permasalahan 

3. Menggunakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 
Pencapaian kinerja indicator sasaran startegis, sasaran program dan indicator kinerja 

program kadang kala tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Tidak terpenuhinya 

target-target tersebut dipengaruhi banyak factor seperti factor teknis dan non teknis dan 

atau factor eksternal dan factor internal. 
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A.3. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS 

Guna memberikan evaluasi yang komprehensif sebagai bahan perbaikan kedepannya 

maka pengukuran akuntanbilitas juga disertai analisis efektivitas dan analisis efisiensi 

pengguna sumber data. Tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengukuran indikator 

kinerja adalah sebagai berikut: 

 

a. Efektivitas pencapaian kinerja 

Pengukuran tingkat efektifitas pencapaian kinerja tahun 2016 dilakukan melalui 

perbandingan antara pencapaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016.  Dari hasil 

perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja yang 

dilaksanakan pada tahun 2016.  Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas 

pencapaian kinerja, yaitu : 

1) Rasio perbandingan > 1, artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja 

yang melampaui kinerja tahun sebelumnya; 

2) Rasio perbandingan = 1, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 

2016, tetap/sama dengan tahun sebelumnya dan sama dengan kinerja tahun 2015. 

3) Rasio perbandingan < 1, menunjukan efektivitas pencapaian kinerja menurun, 

artinya efektifitas kinerja 2016 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja 2015. 

 

b. Efisiensi  

Pengukuran efisiensi pencapaian kinerja tahun 2016 dilakukan melalui 

perbandingan antara pencapaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran tahun 

2016. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi 

pencapaian kinerja yang dilaksanakan tahun 2016.  Kriteria yang dijadikan pedoman 

efisiensi pencapaian kinerja, yaitu: 

1) Rasio perbandingan > 1 atau = 1, artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2016 

berjalan secara efisien. 

2) Rasio perbandingan < 1, menunjukan efisiensi pencapaian kinerja kurang efesien 

artinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2016 anggaran yang diserap 

belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun 2016. 
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B. KINERJA PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LHK 

B.1. ANALISIS KINERJA PROGRAM 
   

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup dan KehutananTahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Target kinerja Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis 

sebagaimana table dibawah ini : 

Table 1. Pengukuran capaian kinerja sasaran Program Ditjen PHLHK Tahun 2015  

No. Sasaran Program Target Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya Penanganan Pengaduan, 
Penyelesaian Sengketa dan Penegakan 
Hukum  

642 Kasus 
(70 %) 

844 Kasus 
(105 %) 

150 % 

2 Meningkatnya hutan yang dapat 
dipertahankan dari gangguan  

5.000.000 
Ha 

5.503.843 
Ha 

110 % 

 
Berdasarkan uraian diatas, sasaran strategis meningkatnya penanganan pengaduan, 

penyelesaian sengketa dan penegakan hukum telah terealisasikan sebesar 130 % 

sehingga melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 70 % maka capaian sasaran 

strategis ini sebesar 185 %. Sedangkan sasaran strategis meningkatnya hutan yang 

dapat dipertahankan dari gangguan di bidang kehutanan telah terealisasi seluas 

5.503.843 Ha dari target seluas 5.000.000 Ha atau 110 %.  Tingkat capaian kinerja Ditjen 

PHLHK selama tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya indicator kinerja program 

sebagai berikut: 

Tabel 11 Pengukuran capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHLHK Tahun 2016 

No. 
Sasaran 
Program 

Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya 
Penanganan 
Pengaduan, 
Penyelesaian 
Sengketa dan 
Penegakan 
Hukum 
sebesar 70 %. 

Meningkatnya pelayanan 
pengaduan masyarakat 
sebesar 100 % 

500 Kasus 
(100%) 

684 Kasus 
(136%) 

136 % 

Meningkatnya gugatan 
perdata lingkung-an hidup 
terdaftar melalui pengadilan 
sebesar 75 % 

10 
Gugatan 

10 
Gugatan 

100 % 

Meningkatnya penyelesaian 
tindak pidana sampai dengan 
P21 sebesar 75 % 

142 
Perkara 
(75%) 

150 
Perkara 

(79,36 %) 
105 % 

AGREGAT IKP 1:  70 % 105 %  150  % 
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No. 
Sasaran 
Program 

Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian 

2 Meningkatnya 
hutan yang 
dapat 
dipertahankan 
dari gangguan  

Meningkatnya jumlah lokasi 
yang dilak-sanakan  
pencegahan serta 
pengendalian ancaman dan 
gangguan pada 34 Propinsi 

3.000.000 
Ha 

5.503.843 
Ha 

110 % 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, Rerata pencapaian sasaran program yang menjadi tanggung 

jawab Ditjen PHLHK adalah 130 %. Secara komulatif seluruh indicator kinerja program 

telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 pencapaian kinerja Direktorat 

Jenderal Penegakan Hukum LHK melalui 2 indikatornya sebesar 110 % sedangkan 

pencapaian kinerja Ditjen Gakkum LHK Tahun 2016 sebesar 130 % atau meningkat 

sekitar 20 %. Peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan lebih banyak dipengaruhi oleh semakin baiknya faktor-faktor 

internal organisasi seperti telah tersedianya SOP, semakin optimalnya koordinasi dan 

kerjasama intra direktorat teknis dan semakin baiknya infrastruktur operasional 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk dalam hal ini telah 

terbentuknya unit pelaksana teknis Ditjen Gakkum LHK di 5 lokasi. Selain hal tersebut 

terdapat beberapa factor eksternal yang mencorong pencapaian kinerja tersebut, seperti 

tingginya dukungan publik (media, LSM dan masyarakat) serta semakin tingginya 

kesadaran aparatur penegak hukum lainnya terkait substansi peraturan perundangan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

 

B.2. ANALISIS KINERJA KEGIATAN 
 

Sasaran program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan teridiri dari 2 

indikator.  Sasaran program pengegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 

yang pertama adalah Meningkatkan penyelesaian pengaduan, penyelesaian sengketa 

dan penanganan hukum pidana dengan capaian kinerja sebesar 70 Persen. Sasaran 

Program ini merupakan agregat dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni : 

 

 




















































































































